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Payung Hukum Tunggal
Penyadapan Disiapkan

UL Penvadapan tidak hanva melinduangi warga dari ancamen sewenang wenang, tapl juga kompas
bagi aparal ager penyadapan dilakukan secara sah. erukar, dan dapat diperlanggungjavabkan,

JAKRATA, KOMPAS — Peimerintah
dan DFR akan memviapkan -
vung hukum bagl praktik pe
nvadapan vang selama ini di-
atur dalam puluhan regulasi
y:lru}, |h_'rh<'di:. Fi ]:cln-
bentukan undang-undanyg ten
tang penyadapan itu pun men-
dapatkan dukungan dan ber-
hngll krll:lrlgm |l|!)_ﬂ|]:mi i di-
bl penting dan mendesik un
tuk melindung hak privasi war-
o regara dan memberikan ke-
ke 1 hikum bagh aparat pe-
neeak hubum

Badan Legislasi (Balex) DPR
tersama pemerintah vang di-
wakili Wakil Menteri Hukum
Edward O8 Ilarw) tefsh me
mvepakati  Haneanean  Un-
dang-1mdang (RLITIT tentang
Peryadapan mazuk dalam daf-
tar Program Legislasi Nasional
(Profegnas) 2026, Kesepakatan
diambil dalam rapat kerja Raleg
[WEH i G
karia, Kams 27

Ketua Baleg DER Bvub ELm.n
menegaskan. [ndonesia mem-
hutuhkan regulasi yvang meng-
atur secr Kemprehensif te
gas, dan skuntabel mengenad
praktik  penyadapan  dalam
ramgka penegakan hukum dan
pelindungan hak privisi warng
negara Karens ftulah Baleg
mengusulksn RUL Penyadapan
mastk dalam dafrar Prolesnas
2,

Dalam kesemnpatan vang ber-
beda, Menteri Hubum Suprat-
man Andi Agtas fugs menegas-
kan  pentingna pembishasan
BUL Penyadapan. Apalagi, pa-

vung hukum ind akan menvani-
kan z':e-rw::l:ln ]N,II}:|I1:I!1:III vang
ala pada selap institusi penc
dak hukum.
Regulasi tunggal

Bencans pembentukan pas
v hukum penyvadapsn men-
dapatkan respons positif dart
‘(.I":'_II",.GIH |'|1:|-:.-.]|':1'kﬂT r-'i;\i] M-
ruka memanding regulas: tung
dal temtang penvadapan me-
mang mendesak untuk segerad
difuhas dan disahkan,

Prlaksana  Tugax  Dircktur
Eksebutif Institute for Criminal
Justice Reform [TCIR) Maiding
i ”I{'!'Iflll'l{(:l;‘kil"_
an di Indu
nesia distur melalui sedikitmes
M regulasi vang herheds. Tidak
Trenya |J:|||'.|||g-1|l|d;|ng peeriva-
dapan juga diztur dalam beatuk
u.n.dar up.m_mn Al lembegis,
1 yang terce-

pastian hukorm bk bog wang
negan maupun penyidik” kata
Maidina. Minggu (307100, di Ja-
karta.

Rerwinamgian pens ]';Ii:liln &0
luma ini distur seears terpisah
di  berbagai  undang-undang
seftoval, di antaramva 1717 Ko-
misi Pembermtasan Korupsi,
LU Narkotika, serta UU In-
formasi dan Transaksi Elektro-
nik.

Menurat Maiding, beragam
kerangha aturar. terkait dengan
penvadapan ity membuat siaps
pun warga negara dapat men-
Jidi target penyadapan tanpa
batus pelindungan yang mema-

dai, Para pervidik juga tidak
memilik geandar haku woal -
seilur, durast, dan batas kewe
nangan sast proses penegakan
hukum

Atuan pertadapan wing hees
st th buayak undangundang
tersebut telah dikaji oleh ICJR
dalzm laperan herjudul “Meng-
abur l:":lllt[ H-H}:ninqmrl dalim
Sistem Perabilan Piduna™ yang
dipublikasikan, pada 20200
Aruran yang tersebar im meng-
akihatkan pencgak hukmeda-
lam praktiknya serme berpenk
di zona abu-sbw Situasiter-
et ~rentan sdisalahmunakan.
iy st Nung s, wargi
meEar jugs sulit untuk me
mastikan tindsksn aparat sab
memuiut hukiime

Maiding mensmbahkan; -
tusun, Mahkamah. ' Kunstilust
(ME) Xomor 5 PUC-VHL 2010
sehenamya telah memerintah-
kats DIPR dam peemetintab untuk
membentuk saty un
dang penywdapan
dan komprehensit. ME meme-
rintahkan atuan hmggal i
wajib memuat defapan kom
ponen puwk termasuk meka
nisme izin hakim. batas waktu,
pengawasan  independen. dan
lll".’lﬂ.‘ll'-lr k{.'.ll'rllt:"l E‘Iilgi war
¥l

"Tanpa aturan tunggal. hasil
petwvadapan tetap dapat digu-
nakan di pengadilan meski pro
sedummya lidak dapat diuj oleh
pihak yang disadap Situasi ini,
menurut 1CTR, memhbuat sis-
tem hergalan Bnga perindung-
an bz sofeguand yang mema

I1i]-l." '.-.im- Maidina,

ICIR jllg}l menekankan hah-
wi penguatan repulast penya
dapan Hdak semasta  untuk
membatasi kewenangan nega-
5, h"::l'|1| jllsn‘ll |1||'r|_g1li|! 1
profesionalisme  aparat. RUU
Pepvadapan merupakan instru-
men - unfuk, meningkatkan
akuntahifities, I"'I:rl!“'ll".ll!gi risi-
by gugatan. strba memastikan
bahwa tindskan spamt tidak
diperamalkan  karema  masalah
[rresiditil

‘R Penyadapan tidak bha
Oyl pagar hu_.L warga dari po-
akzan  sewenang-we-
|'| Jn{.l [-c:‘.-||||1.i\ h gi
aparal agar penvadapan dila
kukan secars sah. terukor. dan
dapat diperanggungawehkan.”
kata Maidinz,

Legitimasi
Secara terpisah. peneliti dari
Departemen  Politik dan Per-
whahan Sesizd Centee for St
tegiv and

International Studics
(CEI5). Dominigue Xicky Fah-
rizal, mengatakan, keberadaan
UL Penvadagun akan meleng-
kapi ketentuan dalsm Kitab
Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KITHA hane Sehab,
dulivm KLTHAF Baru hasi] pevis
pun teliah ditegzskan bahwa ter-
kait kewenangan penvadapan
akan diatur dalam undang-un-
dang  tersenddii, wakni un
dang-undang mengena penya-
dapan.

"Harapannya, 17 Perymdap-
an nantinga akan menjed pa-

yung hukurm vang menjadi aou-

an ukamma dalan hal intersepsi
kamunikazi demi '|{¢'|||_‘hr':r~g:|r|
hukum ataupun tedeut su ke
amanan nasional atau lainnyva,™
paparya.

Kehadimn UT i\'n\':alhltnul
juga divakini akan membaat
penyadapan demi kepentingan
hukum  atan  Bsu keamanan
mendapathkan legitimasi hukum
vang kokoh, "Mengingal ponya
dapan tanpa landasan hukum
vang jelas atau prosedur, kri-
teria, dan parameter vang efer
adulal pelanggaran hukum dan
pelanggaran terhadap hak pri-
Vasi warga negara ataupun
|||'|;|r|g|ji|r:|n HaM (hak asasi
manusty) tu sendien” lanjut
nva.

Ketua Koimisi Masional Hak
Asasi Manosia (Komnas HAM)
Ames Lidivah  menambahkan,
penyadapan itu harus ditentu-
kan standarnya. Secara definitif.
penyadiparn seim a Tanya
terbetas Jdiberlakuk:n lml!;l o
kok perkira Ketatmva penga
turan mekanisme ini sejalan
dengan Kerwensi Internasional
tentang Hak Sipil dan Palitik
{ICCPR) vang menitikberatkan
aspek restriktif, terutama datam
hal pefindungan data pribadi.

Lebih jouh, Anis jugs meng-
wsulkan adanya lembaga cks
ternal vang bertugas menga-
wasi kerja  penyadapan.  Ini
terrmasik hu‘g'i;ln dar s
tkan langkah-langkah penya-
dapan  itn  berjalan  sesuai
prinsip. Tidak ada penyalahgu-
i wewenang dari Tl
negik hukum, (PR NCASLL
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